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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Ibadah haji adalah rukun Islam kelima. Kewajiban untuk 

berhaji, minimal sekali dalam hidup, dibebankan hanya kepada seorang 

muslim yang mampu dalam arti luas, yaitu mampu secara jasmani 

maupun rohani. “mampu” berarti juga mampu secara finansial, dalam 

arti memiliki dana yang diperlukan untuk menjalankan ibadah haji yang 

dilaksanakan ditempat jauh.
1
 

Setiap muslim yang mampu (istitha’ah) diwajibkan untuk 

melaksanakan haji. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam.
2
 

Pelaksanaan ibadah haji, mengandung sejumlah hikmah bagi 

peningkatan iman dan taqwa kepada Allah SWT, serta bagi 

persaudaraan, kesatuan dan persatuan umat Islam (ukhuwah Islamiyah).  

 Jika seorang tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk 

haji, ia tidak boleh  utang untuk biaya haji. Ia tidak termasuk mampu 

dalam melakukan perjalanan haji. Akan tetapi, jika ia mempunyai 

                                                             
1
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materi yang banyak; ia harus menjual sebagian materi tersebut atau 

menyewa demi menunaikan haji itu diperbolehakn itu artinya dia 

mampu untuk melaksanakan ibadah haji. 
3
  

 Perbankan syariah memberikan produk dana talangan haji 

dalam melaksanakan pembiayaan haji yang  mengacu kepada fatwa 

DSN MUI No. 29 Tahun 2002 tetapi dana talangan haji diperbankkan 

syariah mengandung pro dan kontra karena mensyaratkan jasa 

pengurusan haji dengan memberikan dana talangan haji atau sebaliknya 

mensyaratkan pemberian dana talangan haji dengan meminta jasa 

pengurusan haji. Sementara Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa 

penggunaan dana talangan haji dari perbankan di perbolehkan, dengan 

catatan sebelum berangkat calon jemaah haji sudah melunasi 

pinjamannya.
4
 

 Pada tanggal 19 Mei Tahun 2016, Menteri Agama Republik 

Indonesia dibawah pimpinan Lukaman Hakim Saifuddin mengkaji 

ulang dan mengeluarkan terkait dana talangan haji yang ditawarkan 

oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS)  yaitu Peraturan Menteri 

Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan 

                                                             
3
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4
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Menteri Agama Nomor  30 Tahun 2013 Bank penerima setoran 

pembiayaan Penyelenggaraan  ibadah haji. Dalam pasal 6A (BPS 

BPIH) dilarang memberikan dana talangan haji biaya langsung atau 

tidak langsung.
5
 

Bank Syariah mulai menutup dana talangan haji setelah adanya 

larangan praktik talangan haji di LKS oleh Kemenag RI. Namun 

peluang ini dimanfaatkan oleh lembaga keuangan non-Bank Syariah 

lainnya seperti Pegadaian Syariah. “Latar belakang kenapa ada Arrum 

Haji ini karena menjadi sebuah peluang untuk menjadikan transaksi 

gadai emas bisa menjadi lahan untuk membantu masyarakat untuk 

mewujudkan niatnya beribadah haji”. Ujar Kuntaji, Asisten Manajer 

Penjualan Pegadaian Syariah area Yogyakarta kepada Tribunjogja.com, 

Selasa (6/3/2018).
6
 

 Arrum Haji adalah salah satu produk Pegadaian Syariah yang 

semakin berkembang adalah dari aspek pembiayaan, yaitu ada pada 

produk Arrum Haji. Pembiayaan Arrum Haji menggunakan sistem 

gadai emas untuk pendaftaran haji. Produk ini dikeluarkan pada tahun 

                                                             
5
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2016, dimana produk ini menjadikan solusi yang tepat dalam rangka 

membantu umat muslim untuk terpenuhinya rukun Islam yang ke lima.  

Pegadaian Syariah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum Islam. Sistem 

gadai menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata  pasal 1150 

adalah hak piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak 

tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang 

mempunyai utang. Dalam pegadaian syariah sistem gadai atau yang 

disebut “rahn” berarti tetap atau lama dengan kata lain juga dapat 

dikatakan  yaitu penahan barang dalam jangka waktu tertentu, barang 

yang memiliki nilai harta ini dijadikan barang jaminan utang piutang 

landasan pembentukan Pegadaian Syariah Al-Qur’an dan Hadits.
7
  

Produk Arrum Haji merupakan produk dari pegadaian syariah 

yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan 

jaminan seberat 15 gram atau setara dengan sejumlah uang 7 juta 

rupiah, atau nasabah mendapatkan pinjaman sebesar 25 juta rupiah 

untuk biaya pendaftaran haji,  dalam pelaksanaan pegadaian syariah 

bekerja sama dengan beberapa bank syariah, yaitu bank BNI Syariah, 

                                                             
7
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Menggunakan Produk Arrum Haji Dalam Prspektif Syariah, IAIN Syekh Nurjati, 
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bank Mega Syariah, dan bank Panin Syariah.
8
 Dengan adanya produk 

Arrum haji  sebenarnya sangat membantu masyarakat yang berniat 

untuk melaksanakan haji. Mengingat produk ini masih terbilang baru 

dan porsi haji yang ditetapkan oleh Kementerian RI. Fatwa yang di 

gunakan pada produk Arrum Haji yaitu pembiayaan yang disertai rahn, 

yang tertera pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.92/DSN-

MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai al-rahn (al Tamwil al 

Mautsuq bi al- rahn). Selain adanya akad qardh, pada pembiayaan 

Arrum Haji juga terdapat akad Rahn. Dimana nasabah berhak 

memberikan jaminan kepada pengadaian syariah sebagai harta yang 

dititipkan untuk melakukan pembiayaan pendaftaran haji. Habib
9
 pada 

penelitian tentang fatwa ini memaparkan, akad akad yang boleh di 

sertai dengan gadai rahn pada prinsipnya yang boleh disertai utang 

piutang  (dain), yang timbul karena akad pinjam-meminjam (qardh), 

jual beli (al-ba’i) yang tidak tunai/angsuran atau akad sewa menyewa 

(ijarah) yang pembayaran sewanya (ujrah) tidak tunai, perkongsian 

(musyarakah), kerjasama (mudharabah),  dan akad amanah untuk 

menghindari penyelewengan perilaku. 

                                                             
8
 Ilham Abdi Prawira, Analisis Produk Arrum Haji Di Penggadaian Syariah, 

Az-Zarqa’;Vol.10, No.1, Juni 2018 hal 1 
9
 Habib Wakidatul ihtiar,“Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn”, An-nisbah 

vol.03. 1oktober 2016 h.33  
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 Dalam Arrum Haji akad-akad yang digunakan adalah rahn, 

ijarah, dan qardh. Dimana dalam kegiatan gadai emas pegadaian 

syariah menggunakan akad gadai (rahn ) dan sewa menyewa (ijarah) 

Rahn sebagai akad gadai itu sendiri dan ijarah sebagai akad untuk 

mengambil manfaat atas sewa tempat barang gadai. Sehingga dalam 

pembiayaan Arrum Haji menambahan akad qardh adalah akad tabarru’ 

dimana tidak ada nilai komersil yang diambil dari akad ini. 

 Berdasarkan uraian diatas penulis merasa penting adanya tinjauan 

terhadap pembiayaan Arrum Haji di Penggadaian Syariah yang baru 

resmi di oprasikan selama tahun 2016 diharapkan penelitian ini  dapat 

menjadi sumber informasi yang tepat mengenai mekanisme 

pembiayaan Arrum Haji berdasarkan kesesuaian Fatwa DSN MUI yang 

digunakan. Dengan mempertimbangkan area lokasi yang dapat 

dijangkau penulis. Maka penulis merasa tertarik dengan judul 

penelitian “Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 

Terhadap Produk Pembiayaan Arrum Haji” (Studi Pegadaian 

Syariah Cabang Kepandean Kota Serang) 

 

B. Fokus Penelitian  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan  

pada Implementasi terhadap produk pembiayaan Arrum Haji di 
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Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang berdasarkan Fatwa 

DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi produk pembiayaan Arrum Haji di 

Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang?  

2. Bagaimana pembiayaan Produk Arrum Haji di Pegadaian 

Syariah  Cabang Kepandean Kota Serang berdasarkan Fatwa 

DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014? 

 

D. Tujuan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat tujuan 

masalah sebagai berikut:  

1.  Untuk mengetahui tentang implementasi  produk pembiayaan 

Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota 

Serang 

2. Untuk mengetahui tentang pembiayaan Produk Arrum Haji di 

Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang 

berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai sumber masukan yang sangat penting dan berharga dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan 

Maulana Hasanudin Banten pada Fakultas Syariah jurusan Hukum 

Eknomi Syariah (HES) serta menambah khazanah bacaan ilmiah. 

2. Secara Praktis,  

a. Bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan 

mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta 

menambah wawasan dan pengetahuan terhadap Arrum Haji 

atau akad-akad yang digunakan  

b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan 

dan penambahan perbendaharaan perpustakaan 

c. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan 

yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan 

penelitan berikutnya. 
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F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

No Nama dan Judul 

Penelitian 

Isi Penelitian Perbedaan 

1 Ikhwan Saputra 

Mahasiswa UIN 

Ar-Raniry 

Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis 2018 

“Analisis 

Pembiayaan 

Pada Produk  

Arrum Haji Di 

Pegadaian 

Syariah Kantor 

Cabang Banda 

Aceh” 

Analisis Pembiayaan Pada 

Produk  Arrum Haji Di 

Pegadaian Syariah  Kantor 

Cabang Banda Aceh 

untuk membantu nasabah 

yang ingin melakukan 

ibadah haji  dan 

pengaplikasian produk 

arrum haji telah mengikuti 

aturan-aturan  terhadap 

fatwa-fatwa DSN MUI 

seperti tentang fatwa rahn, 

tentang rahn emas, 

tentang pembiayaan yang 

disertai  rahn dan tentang 

rahn tasjily 

Pembahasan skripsi 

tersebut mengenai 

Aplikasi produk 

pembiayaan Arrum haji 

dan fatwa-fatwa 

DSN/MUI seperti tentang 

fatwa rahn, tentang rahn 

emas, tentang 

pembiayaan yang disertai  

rahn dan tentang rahn 

tasjily pada Pegadaian 

Syariah Cabang Banda 

Aceh  sedangkan pada 

skripsi ini membahas 

implementasi terhadap 

produk pembiayaan 

Arrum Haji di Pegadaian 
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Syariah dan hanya 

terfokus pada fatwa DSN 

MUI tentang  

pembiayaan yang disertai 

rahn  saja. 

2 Wiki fatmala UIN 

Raden Intan 

Lampung  

Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis 2018 

“Analisis strategi 

pemasaran 

produk arrum 

haji dalam 

meningkatkan 

jumlah nasabah” 

Dari hasil penelitian maka 

disimpulkan  

bahwa adanya kendala 

yang dihadapi menurut 

pengelola  pegadaian unit  

pelayanan syariah Way 

Halim dalam memasarkan 

produk Arrum Haji 

terletak pada minat 

masyarakat itu sendiri. 

Namun, menurut penulis 

kendala tersebut terletak 

pada strategi promosi 

pihak pegadaian tersebut. 

terhadap produk Arrum 

Skripsi tersebut 

membahas mengenai 

Analisis srategi 

pemasaran produk arrum 

haji dalam meningkatkan 

jumlah nasabah 

sedangkan dalam skripsi 

ini mengenai pelaksanaan 

terhadap produk 

pembiayaan Arrum Haji 

di Pegadaian Syariah dan 

apakah sudah sesuai 

dengan Fatwa DSN. 
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Haji, strategi harga dan 

strategi tempat sudah baik, 

serta strategi promosi 

belum baik karena 

pegadaian UPS Way 

Halim belum maksimal 

dalam memperkenalkan 

produknya. 

3 Nurul Hidayat  

Mahasiswi UIN 

Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta Fakultas 

Syariah dan 

Hukum 2019 

“Produk Arrum 

Haji Di Pegadain 

Syariah Dalam 

Prespektif Fikih 

Dan Praturan 

Dari hasil penelitian maka 

dapat disimpulkan bahwa 

BPS BPIH dilarang 

memberikan dana 

talangan haji baik secara 

langsung maupun tidak 

langsung pelarangan dana 

talangan haji oleh 

Kemenag sedangkan 

dalam pegadaian syariah 

tidak memiliki akses ke 

SISKOHAT (sistem 

Pembahasan Skripsi 

Tersebut mengenai 

mekanisme produk arrum 

haji dan istitha’ah dalam 

berhaji menurut fikih 

serta apakah produk 

Arrum haji sama dengan 

talangan haji di 

pegadaian syariah  

Sedangkan dalam skripsi 

ini mengenai pelaksanaan 

produk Arrum Haji dan 
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Menteri Agama 

Republik 

Indonesia ” 

komunikasi haji terpadu) 

dan hanya sebagai pihak 

ketiga penyedia dana. 

pembiayaannya menurut 

fatwa DSN. 

 

G. Kerangka Pemikiran  

 Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di 

Indonesia, tidak terkecuali Pegadaian Syariah, sebagaimana institusi 

yang berlabel Islam maka landasan konsep Pegadaian Syariah mengacu 

pada Al-Qu’ran dan Hadis Nabi SAW.
10

  

Al-Qurán Surat Al-Baqarah Ayat 283: 

                          

                              

                           

 “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu 

(para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 

                                                             
10

 Nurul huda M Heykal,  lembaga keuangan Islam, (Prenada media group: 

Jakarta 2010 )  hal  279. 
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berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” (Al-Baqarah:283) 
11

 

 

Hadis Nabi SAW :  

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهاَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ا شْتَ رَى طَعَا ماً مِنْ 
 )رواه البخارى ومسلم( دِرْعاً مِنْ حَدِ يْدٍ إِلََ أَجَلٍ وَرىََنَوُ     يَ هُوْ دِيٍّ 

 “Rasullulah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan 

menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.”(H.R Bukhari dan 

Muslim dari Aisyah inti Abu Bakar)
12

 

 

 Ar-rahn merupakan perjanjian penyerahan barang yang 

digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. 

Beberapa ulama mendefinisikan rahn sebagai harta yang oleh 

pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. 

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang 

didukung dengan agunan yang cukup.
13

 Rahn juga bisa diartikan 

menjadi barang  yang mempunyai nilai harta menurut pandangan 

syariah sebagai jaminan hutang sehingga orang yang bersangkutan 

boleh mengambil hutangnya semuanya atau sebagian.
14

   

                                                             
11 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Hafalan Tanpa Terjemah 

(Ruhama), (Bogor, PT. Insan Media Pustaka, 2014), h. 49 
12

 Abdul Qawi Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, (Solo: Insan Kamil, 

2012) h. 370  
13

 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta:Prenada Media Group 2011), cet 1 hal 

209. 
14

 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia,( Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Pres 2009)  cet 2 hal 168  
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 Salah satu produk yang ada pada pegadaian syariah yaitu Arrum 

Haji. Arrum haji singkatan kata dari Ar-rahn atau umum untuk haji 

bertujuan untuk membantu umat muslim agar mendapatkan porsi haji 

dengan menggunakan sistem gadai emas akad Qard (pinjaman) dan 

rahn (gadai) yaitu menerima jaminan memberikan pinjaman uang 

kepada nasabah dengan jaminan barang berharga berupa emas serta 

bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SA BPIH) 

surat pendaftaran pergi haji (SPPH) dan bukti/lembar tabungan. 

Nasabah Arrum Haji menyerahkan  agunan perhiasaan emas atau 

logam mulia kurang lebih 3,5 LM/ 5 gram ke Pegadaian Syariah 

sehingga bisa mendapatkan dana pinjaman untuk mendaftar haji 

sebesar Rp. 25.000.000; dan mendapat nomor porsi haji.
15

 dalam Fatwa 

Dewan Syariah Nasional MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang  akad 

Pembiayaan Syariah Yang Disertai rahn.  

 pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan diatas dua akad 

transaksi syariah yaitu: 

1.  Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si 

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, 

pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil 

                                                             
15

 Brosur Penggadaiaan Syariah Cabang Pandean Kota Serang 2019 
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kembali seluruh atau sebagian piutangnya.  Dengan akad ini 

pengadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas 

utang nasabah.  

2.  Akad Ijarah. Akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa 

melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad 

ini dimungkinkan bagi pengadaian untuk menarik sewa atas 

penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah 

melakukan akad.
16

 

  Dari landasan syariah tersebut, mekanisme operasinal pegadaian 

syariah dapat digambarkan melalui akad rahn, nasabah menyerahkan 

barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya 

ditempat yang telah disediakan di Pegadaian. Pegadaian syariah akan 

mendapatkan keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut, 

bukan dari tambahan berupa bunga atau sewa modal yang 

diperhitungkan dari uang pinjaman.
17

  

 

 

                                                             
16

Andri soemitra, Bank Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Prenada 

Media Group 2009) hal 391 
17

 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, Bandung:Cv Putaka 

Setia) cet 1 hal 365 
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H.  Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

termasuk dalam penelitian kualitatif, secara sederhana metode 

pengamatan penelitian lapangan (field reseach) dapat 

didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan 

untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam 

penyusunan diperlukan laporan tugas akhir ini.   

Peneliti melakukan penelitian terhadap, Analisis Fatwa 

DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 Terhadap Implementasi 

Produk Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang 

Kepandean Kota Serang data dari hasil penelitian tersebut akan 

berkenaan dengan interprestasi  terhadap data yang ditemukan 

di lokasi penelitian dan hasil datanya berupa teori.  

2. Pendekatan Penelitian 

Secara sederhana Pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah studi lapangan.  Studi ini merupakan 

penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan 

berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala kecil dan 

mengamati budaya setempat.  kajian mendalam tentang 
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peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan 

mengungkapkan atau memahami suatu hal.
18

 Penelitian ini 

bertujuan untuk mepelajari bagaimana penerapan norma-norma 

atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.
19

 

  Peneliti menggunakan pendekatan studi lapangan untuk 

mempelajari. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 

Terhadap Implementasi Produk Pembiayaan Arrum Haji di 

Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sesuai dengan 

keperluan dalam penulisan ini, pengumpulan data akan 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

 

 

                                                             
18

 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Persepektif 

Rancangan Penelitian, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), h.186  
19

 Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, ( Depok: Prenda Media Group, 2016), h. 145-146 
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a. Observasi  

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. 

Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu 

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui 

observasi. Data itu dikumpulkan dengan berbagai alat, 

diantaranya alat yang sangat canggih sehingga dapat 

diobservasi benda yang sekecil-kecilnya atau sejauh-

jauhnya di jagad raya. Betapapun canggihnya alat tersebut 

namun tujuannya hanya satu, yakni mengumpulkan data 

melalui observasi.
20

 

 Teknik observasi digunakan untuk mengetahui 

kondisi umum di Pegadaian Syariah. Pemilihan penelitian 

observasi, karena peneliti ingin mendapatkan data yang 

akurat dalam kajian yang dialami langsung oleh seseorang 

atau sekelompok orang yang terjalin dalam Pegadaian 

Syariah. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

                                                             
20

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah, (Ponorogo: STAIN Po 

PRESS, 2010), h. 77 
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dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
21

 

Dalam wawancara ini peneliti mengambil informan yang 

sudah terlibat langsung dalam aktivitas tersebut. Sebagai 

informan awal dipilih secara purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau 

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 

peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.
22

  

Pada penelitian ini yang dipandang sebagai informan 

pertama adalah: Pemimpin Pegadaian Syariah Cabang 

Kepanadean Kota Serang 

c. Dokumentasi 

 Dokumen adalah cara pengumpulan informasi yang 

didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-

arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, 

                                                             
21

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitat if Dan R&D,....., h. 

231 
22

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,....., h. 

218-219 
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catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan 

dengan masalah yang diteliti.
23

 

4. Sumber data 

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, upaya 

yang dapat dilakukan dalam menggali data dari lapangan 

yang berkaitan dengan pembiayaan arum haji, diantaranya 

adalah: 

a. Data primer, yaitu data yang dianggap sebagai data 

yang utama dalam penelitian dan sumbernya adalah 

data primer. Data primer ini diperoleh dari hasil 

wawancara pemimpin di Pegadaian Syariah Cabang 

Kepandean Kota Serang. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diambil dari sumber 

yang tidak langsung memberikan pengumpulan data. 

Data sekunder ini diperoleh penulis dan hasil bacaan 

seperti buku-buku, makalah, jurnal, artikel yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Data penelitian ini 

juga diperoleh dari data yang ada di Pegadaian 

Syariah Cabang Kepandean Kota Serang. 

                                                             
23
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5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja  seperti yang disarankan oleh data.
24

  

Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan 

adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah 

bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. 

Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data 

tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang 

sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis 

tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang 

terkumpul.
25

    

Peneliti menganalisis data secara terus menerus dari 

awal hingga akhir penelitian menggunakan sumber informasi 

yang relevan baik dari observasi, wawancara, maupun 

dokumentasi. Selanjutnya data-data yang terkumpul tersebut 
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Penelitian,...., h. 238 
25
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245 
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dianalisis secara hukum Islam. Dengan metode analisis data 

seperti ini diharapkan akan dapat suatu kesimpulan mengenai 

implementasi akad Rahn  pada pembiayaan produk Arrum Haji 

dalam Fatwa DSN MUI dari permasalahan kasus yang ada 

dalam data tersebut. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran dan arahan selama penulisan dalam 

penelitian ini, maka secara garis besar pokok-pokok uraian dan isi 

dari penelitian ini akan disajikan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian dan 

sistematika penulisan.  

BAB II : GAMBARAN UMUM PEGADAIAN 

SYARIAH CABANG PEGADAIAN KOTA 

SERANG  

Berisi tentang gambaran perusahaan. Sejarah 

berdirinya Pegadaian Syariah Cabang 
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Pegadaian Kota Serang, Visi dan Misi 

Pegadaian Syariah Cabang Pegadaian Kota 

Serang, Identitas Pegadaian Syariah Cabang 

Pegadaian Kota Serang , Susunan Organisasi di 

Pegadaian Syariah Cabang Pegadaian Kota 

Serang, dan Produk-Produk Pegadaian Syariah 

Cabang Pegadaian Kota Serang. 

BAB III : LANDASAN TEORITIS TENTANG 

GADAI DALAM HUKUM ISLAM 

Bab ini berisi tentang pengertian gadai, 

landasan hukum gadai, syarat gadai, rukun 

gadai, Pemanfaatan barang gadai, berakhir akad 

gadai 

BAB IV : IMPLEMENTASI PRODUK 

PEMBIAYAAN ARRUM HAJI DI 

PEGADAIAN SYARIAH  CABANG 

KEPANDEAN  KOTA SERANG DALAM 

FATWA DSN MUI NOMOR 92 TAHUN 

2014 
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A. Implementasi produk pembiayaan Arrum 

Haji di Pegadaian Syariah Cabang 

Pegadaian Kota Serang 

B. Bagaimana analisis pembiayaan Produk 

Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang 

Pegadaian Kota Serang telah sesuai Fatwa 

DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014.  

 

BAB V      : PENUTUP  

      Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan 

      penutup tentang topik yang diangkat penulis 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


